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: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5

Peraturan Daerah Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

2.

3.



Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402):

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota:

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pasaman Barat Nomor 1):

MEMUTUSKAN:
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Pasaman Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman

Barat.
6. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Inspektorat.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin

oleh inspektur yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari atas:

a. Sekretariat membawahi,
1. sub bagian administrasi umum dan keuangan.

b. inspektorat pembantu I:
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inspektorat pembantu II:
inspektorat pembantu III:
inspektorat pembantu IV:
inspektorat pembantu V: dan

g. kelompok jabatan fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f,
dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris:

(5) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan Inspektorat Pembantu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan
huruf e terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau
pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada pejabat administrator.

(6) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

m
0

0

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4
(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan
fasilitasi pengawasan,

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lainnya:

Cc. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Bupati,

d. pelaksanaan laporan hasil pengawasan:
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana
korupsi,

f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi,
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat, dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.
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(1)

(2

(1)

(2)

(1

(2)

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
teknis dan administratif ke dalam semua unsur di

lingkungan Inspektorat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi: |

a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja
dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan

pengadministrasian kerja sama,
b.pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan,

pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil

pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian
kinerja,

Cc. pelaksanaan pengelolaan keuangan :dan
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha,

dan rumah tangga
perlengkapan

Pasal 6 Na

Sub bagian administrasi umum dan keuangan dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang melaksanakan urusan

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah
tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan,
akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan
keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Sub bagian administrasi umum dan keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan administrasi kepegawaian,
b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha

Inspektorat,
c. pelaksanaan urusan perlengkapan,
d. pelaksanaan urusan rumah tangga,
e. pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan

tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan,
f. pelaksanaan perbendaharaan, dan
g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan

keuangan:

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu 1

Pasal 7
Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
Daerah pada perangkat Daerah di wilayah I.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Inspektorat Pembantu 1 menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di

)
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wilayah I:
perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
Daerah di wilayah I,
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah di wilayah I:
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah
di wilayah I:
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
perangkat Daerah di wilayah I, Ta

penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah di wilayah I,
kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat
pengawas internal pemerintah lainnya:

| |

pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan di wilayah I, dan Tg

penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah 1.

b.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu II

Pasal 8
(1) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
Daerah pada perangkat Daerah di wilayah II.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Inspektorat Pembantu Il menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di
wilayah II,

. perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
Daerah di wilayah II,
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di
wilayah II:
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah
di wilayah II,
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
perangkat Daerah di wilayah II,
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah di wilayah H:
kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat
pengawas internal pemerintah lainnya,

. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan di wilayah II: dan
penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I.

c.

d.

e.

£

h.

b.

d.

e.

f

h.
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Bagian Kelima
Inspektorat Pembantu III

Pasal 9
(1) Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
daerah pada perangkat daerah di wilayah III.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Inspektorat Pembantu III menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di

wilayah III:
perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
Daerah di wilayah III:
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di

wilayah III,
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah
di wilayah III,
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
perangkat Daerah di wilayah III:
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah di wilayah III,
kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat
pengawas internal pemerintah lainnya,

b.

e.

f

g
. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasilh.
pengawasan di wilayah III, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah III.

Bagian Keenam
Inspektorat Pembantu IV

Pasal 10
(1) Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
daerah pada perangkat daerah di wilayah IV.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Inspektorat Pembantu IV menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap perangkat Daerah di
wilayah IV:
perencanaan program pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat
Daerah di wilayah IV,
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di

wilayah IV:
pengawasan keuangan dan kinerja perangkat Daerah

b.

c.

d.
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(1) Inspektorat Pembantu V mempu
pengawasan, pencegahan, inves
serta pengusutan untuk tujuan
berdasarkan

di wilayah IV:
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
perangkat Daerah di wilayah IV,
penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi

pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah di wilayah IV,
kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat
pengawas internal pemerintah lainnya,
pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan di wilayah IV, dan
penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah IV.

Bagian Ketujuh
Inspektorat Pembantu V

c.

£

h.

Pasal 11

nyai tugas melaksanakan
tigasi dan pemeriksaan

tertentu maupun

pengaduan masyarakat terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Inspektorat Pembantu V menyelenggarakan
fungsi:
a.

b.

Cc.

penyiapan penyusunan rencana program pengawasan
tujuan tertentu,
pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat
dan informasi dari media,
pelaksanaan program pencegahan tindak pidana
korupsi,
pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam

pencegahan tindak pidana korupsi dan kejahatan
keuangan yang berkorelasi dengan unsur pemerintah
daerah:
pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan investigasi
terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah,
penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan dan
pengujian, tujuan tertentu dan pengaduan
masyarakat,
pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

d.

e.

f

Ganti Rugi,
. pelaksanaan kegiatan audit Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara,
pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern,
pelaksanaan verifikasi pelaporan aksi pencegahan
korupsi,

. pelaksanaan verifikasi Laporan Harta kekayaan
Penyelenggaraan Negara dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara,
pelaksanaan penilaian Zona Integritas dan Wilayah
Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani,

. pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi:

h.

k

m.
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n.
pelaksanaan pemantauan dan penilaian
Tindak Lanjut Hasil Pencegahan dan Investigasi,

O. pelaksanaan sosialisasi kegiatan Pencegahan dan

Investigasi:
Pp. pelaksanaan pengawasan atas laporan gratifikasi,
Gg. pelaksanaan keterangan ahli di persidangan melekat di

pengendali teknis atau ketua tim,
r. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan

koordinasi dengan lembaga penegak hukum,

permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada

lembaga penegak hukum,
s. pelaksanaan administrasi dan

Pencegahan dan Investigasi, dan
t. pelaksanaan penyusunan

pertanggungjawaban pelaksan
Inspektur Pembantu Khusus di

dan investigasi. |
Tag

u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

pelayan teknis

laporan dan
aan tugas dan fungsi

bidang pencegahan

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga

fungsional pengawas urusan pemerintahan Daerah,

auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi
dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesual

dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan
dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi di

lingkungan Inspektorat menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan maupun
antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta

dengan instansi lain dan/atau lembaga di Juar Pemerintah
Daerah.

Pasal 14
(1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat

bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk
dalam pelaksanaan tugas.

(2) Pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya dan bila
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
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yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.
8)

Pimpinan
unit organisasi mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing.

,
Pasal 15

(1) Pimpinan unit organisasi di lingkungan Inspektorat
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di

lingkungan Inspektorat dari bawahannya, diolah dan

diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.
(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan

laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai b

Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ked

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

erlaku, Peraturan
udukan, Susunan
Kerja Inspektorat

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
padatanggal .. 210p, 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal... 2014 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

DODDY SAN ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 4? NOMOR Ii
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR (OTAHUN 2025
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

—

BUPATI PASAMAN BARAT, -

VULIANTO

INSPEKTUR
|

Li

dan Keuangans0
bagian Administrasi Umum

Ll
Inspektur Pembantu 1 Inspektur Pembantu II

|
Inspektur Pembantu H1

|

Inspektur Pembantu IV Inspektur PembantuV

Kelompok
If dan/atau Delakuana

Kelompok
IF danfatau Pelaiaana Kelompok

IF
dimfatau Pelaksana Matmmeok

W danjatan Pelahumua

UI
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Simpang Empat, Maret 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

di-

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada

Dari

Tentang

Untuk mohon

menandatangani

YPh- Dp: dapati
mono pumbanyanya

. 12.6.15

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Barat.

Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Inspektorat.

Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun 2025

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Inspektorat.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

Pembina /1V.a
NIP. 19850414 200312 2 001

DEWI AFRIYENI)S.STP, M.MDKIII D


